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PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 5 TAHUN 2020 0
TENTANG gg
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH un
DI KABUPATEN LEBONG 0.
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA :Z
5 BUPATI LEBONG,
HV) Menimbang - a. bahwa kesetaraan dan keadilan gender merupakan bagian '_'.;:-_:':'.
dari perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang Ao
sama antara laki-laki dan perempuan;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan | a0
gender di Kabupaten Lebong, diperlukan strategi S
pengarusutamaan gender yang dilaksanakan secara terpadu na
dan terkoordinasi pada seluruh Organisasi Perangkat S¥o0 00
Daerah, Instansi Vertikal dan Lembaga Non Pemerintah Lz
Daerah; ‘%i
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian %
hukum pengarusutamaan gender oleh seluruh Organisasi -
Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan Lembaga Non %
Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati %
i Lebong tentang Pengarusutamaan Gender Dalam L
i Pembangunan Daerah di Kabupaten Lebong. %
&
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang :

Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 'tentang Pengesahan
Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan
Jabatan (ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination

in Respect of Employment and Occupation) (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor o,

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3886);
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Menetapkan

4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang
di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesig
Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negarg

Republik Indonesia Nomor 4349);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5657);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157).

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN
DAERAH DI KABUPATEN LEBONG.
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5 BAB |
/ KETENTUAN UMUM

Pasal ]

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

. Kabupaten adalah Kabupaten Lebong.

2. Bupati adalah Bupati Lebong.

3. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana disebut DP3APP&KB adalah Dinas
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kabupaten Lebong. |
4, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sclanjutnya disebut Bappeda

adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebong,

S. Pengarusutamaan Gender didaerah yang selanjutnya disebut PUG adalah
strategl yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki-laki
dan perempuan.

6. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan
untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar
mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial
budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil
pembangunan.

7. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki

dan perempuan.

8. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis
tentang kondisi laki-laki dan perempuan khusunya berkaitan dengan
tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam prosses
pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya
ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-
laki dan perempuan.

9. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai
kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian
pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan
perempuan dan laki-laki.

o 10. Anggaran Responsif Gender, yang selanjutnya disingkat ARG adalah

ot anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang

! tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

' 11. Gender Budget Stament yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen
yang menginformasikan suatu output kegiatan responsif gender terhadap
isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output
kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.

12. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas ekonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip negara kesatuan republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam
undang-undangan dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

13. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah.

14. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah




16. Kelurahan adalah wilayah keri - :
, rja lurah sebagai perangkat daerah kab
dan/atau daerah kota dibawah lmcarrnatmm.g d T
17. 1l?e:s‘.a atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah
¢satuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setemgat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakuj
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

18. Focal Point Pengarusutamaan Gender adalah aparatur OPD yang

mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di
unit kerjanya masing-masing.

19. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender, selanjutnya disebut Pokja PUG,
adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan

gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah
dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat
yang perspektif gender.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender didaerah bertujuan:

a. memberikan acuan bagi aparat pemerintah daerah dalam menyusun
strategl pengintergrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan,
pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan,
program, dan kegiatan pembangunan di daerah:;

b. mewujudkan perencanaan berprespektif gender melalui pengintegrasian
pengalaman, aspirasi, kebutuhan potensi dan penyelesaian
permasalahan laik - laki dan perempuan;

c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan
berkeluarga berbangsa dan bernegara;

d. meijudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;

e. menmgka‘gka.n kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan
tanggung jawab laki - laki dan perempuan sebagal insan dan sumber
daya pembangunan; dan

f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani
pemberdayaan perempuan.
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BAB ]I

” 4 KEWAJUIBAN

Pasal 4

(1) Pemerintah daerah berkewajiban menyusun k
rogram’ dan

kegiatan pembangunan responsif gender yang dituan k
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPUMD), Rininan‘;alsam Repcana
dan Rencana Kerja OPD. trategi Opp

(2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pPembangunan

gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan analisis gml;ie:fonsif

Ebl.] akan, P

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

(1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam pasal 4
ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender (Gender
Analysis Pathway) atau metode analisis lain.

(2) Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran OPD dilakukan oleh
masing-masing OPD.

(3) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, RENSTRA OPD, Rencana
Kerja OPD dan Rencana Kerja Anggaran OPD dapat bekerja sama dengan
lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas
dibidangnya.

Pasal 6

(1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal S ayat (3)

dituangkan dalam penyusunan GBS.
(2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar OPD dalam

menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak
terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA OPD.

Pasal 7

(1) Bappeda mengoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra OPD, Rencana
Kerja dan Anggaran OPD yang responsif gender.

(2) Rencana kerja dan anggaran OPD yang responsif gender sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Pasal 8

Bupati  bertanggung jawab dalam  penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, dan pelayanan masyarakat bidang Pemberdayaan Perempuan
dan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten.

Pasal 9

Bupati- menetapkan OPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan
sebagai koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender di Kabupaten.




Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 10

(1) Dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di seluruh
OPD Kabupaten Lebong dibentuk Pokja PUG Kabupaten.

(2) Bupati menetapkan Kepala Bappeda sebagai Ketua Pokja PUG Kabupaten

dan Kepala OPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai
Kepala Sekretariat Pokja PUG Kabupaten.

(3) Anggota Pokja PUG adalah seluruh kepala/pimpinan OPD.
(4) Pembentukan Pokja PUG Kabupaten ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedua

\ Pokja

(W Pasal 11

Pokja PUG Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai
tugas:
4. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing OPD;

b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada pemerintah
kabupaten /kota;

C. menyusun program kerja setiap tahun:

d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif
gender;

€. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;

f. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;

g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada bupati

h. menyusun Profil Gender Kabupaten;

1. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;

J. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di
masing - masing OPD.

Pasal 12

OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan

bertanggungjawab sebagai koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan
gender di Kabupaten.

Bagian Ketuga
Focal Point PUG

Pasal 13

(1) Focal Point PUG pada setiap OPD di kabupaten terdiri dari pejabat
dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
(2) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
4. mémpromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;

b. memfasilitasi pe€nyusunan rencana kerja dan penganggaran OPD yang
responsif gender:;




BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 16 Januari 2020

7~ BUPATI LEBONG,

Diundangkan di Tubeij
pada tanggal 16 Januari 2020
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